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Di tetapkannya kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan 

Undang-Undang Cipta Kerja). Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-

Undang ini ialah terkait dengan hukum Perusahaan Terbatas terdapat pada Undang-

Undang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang 

mengubah ketentuan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, yakni hadirnya konsep PT yang sebelumnya di atur di 

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi sebagaimana ketentuan pada 

Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini tertuang pada Pasal 109 yang merubah 

ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Didalam 

Pasalnya menjelaskan bahwasanya pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan 

oleh 1 (satu) orang yang kemudian disebut sebagai Perseroan Perseorangan asalkan 

memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Berkaitan dengan pengaturan Perseroan 

Perorangan tersebut adanya disharmoni peraturan terkait pendirikan Perseroan 

Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-

Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 153E 

ayat (1) menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini 

mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaianya dan keselarasan 

antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Selain itu diantara keduanya lebih adil jika di terpakan antara 17 tahun atau 

menunggu berumur 21 tahun untuk mendirikan perseroan perorangan berdasarkan 

prinsip keadilan dalam segi penerapannya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian terhadap 

atauran hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka terkait pembahasan batas usia 

dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan, selain itu juga pembahasan 

penerapan kedua peraturan tersebut berdasarkan prinsip keadilan. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu 

peraturan perundang- undangan, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-

buku, jurnal, dan literatur lainnya, dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier 
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vi 

 

berupa kamus hukum, dan media Internet. bahan hukum yang sudah dikelompokan 

secara sistematis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

logika deduktif, yang mana logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan 

cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian 

menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.berdasarkan hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan batas usaia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan 

dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal sisipan 

yakni 153E ayat 1 didalam penjelesananya menghendaki pendiri Perseroan 

Perorangan sekaligus sebagai pemegang saham adalah merujuk kepada 

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu usia 21 tahun, 

sedangkan jika dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2021 menyebutkan bahwa barusia paling rendah 17 tahun. Maka dari itu 

berlakunya asas lex superior derogat legi inferiori, maka ketentuan Pasal 6 ayat 

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 wajib untuk dilakukan 

pengharmonisasian dikarenakan kedudukannya lebih rendah dibandingkan 

Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang 

Perseroan Terbatas. 

2. Pengaturan batas usia dewasa yang ideal untuk mendirikan Perseroan 

Perorangan berdasarkan prinsip keadilan adalah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat (2) yakni usia minimal 17 tahun 

dan cakap hukum. Dimana untuk melakukan pendirian Perseroan Perorangan 

seseorang yang berusia 17 tahun boleh melakukan perbuatan hukum tersebut 

karena keadilan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang 

didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka 

hukum. Hal ini berkesesuaian juga dengan teori oleh Roscoe Pound karena 

kehendak pendiri untuk memiliki Perseroan Perorangan di usia muda serta 

mengembangkan usahanya lebih awal akan tercapai dengan cepat 

dibandingkan harus menunggu usia 21 tahun untuk mendirikan Perseroan 

Perorangan tentu harus menunggu lebih lama lagi. 

 

Banjarmasin, 10 Juli 2024 

Penulis, 

 

 

 

 

Muhammad Hafizh Fahmi, S.H. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Batas Usia Dewasa, Perseroan Perorangan, Prinsip Keadilan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya 

disharmoni peraturan terkait pendirikan Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk 

mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E 

ayat (1) yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas menghendaki pendirian 

Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 

(2) yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 

17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaianya dan keselarasan antara kedua 

peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian 

dikaitkan dengan prinsip keadilan, bagaimana idealnya pengaturan pendirian 

Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif, data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier, setelah data dikumpulkan 

melalui studi dokumen, kemudian dilakukan analisis logika deduktif. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan, yang pertama, berlakunya asas lex 

superior derogat legi Infriori yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan 

hukum yang lebih rendah, maka dari itu perlunya pengharmonisan antara Pasal 

153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-

Undang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 

Pasal 6 ayat (2) untuk kedepannya. Kedua terkait idealnya pengaturan batas usia 

dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan maka 

berdasarkan teori Roscoe Pound pengaturan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 2021 yakni usia 17 tahun tahun boleh mendirikan Perseroan 

Perorangan ini telah memenuhi prinsip keadilan karena kehendak pendiri untuk 

memiliki Perseroan Perorangan di usia muda serta mengembangkan usahanya lebih 

awal akan tercapai dengan cepat. 
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